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PEMERINTAH KOTA BATU

SALINAN PERATTTRAN DAERAH KOTA BATTI

TENTAIiG

POKOK-POKOK PE\G E I,OI,,{.\\ KET .\\(;.\\ DA ERAII

DENGAN RAHMAT TT]HAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATTi,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

'1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851 );

2. Undang-undang Nomor .l I Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor9l);
3. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 l0);
5. Undang-Undang Nomor 'l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembamn

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400),

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pemtrangman Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Nomor 442 1 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 ( Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan kmbaran Negara Nomor

4023 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Card

Pcr*.anggunglawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (kmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 209,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara

Nomor 4028 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahrn 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakaat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Perafuran Pemerintah Nomor 37

Tahun 2006;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan l,ayanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan L,embaran Negara Nomor 4502),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Tahtm 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4574);

{



Menetapkan .

17, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (t embaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keungan Daerah (l,embaran Negara Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan L.embaran Negara Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahrm 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (l.embaran Neg'ara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (l,embaran

Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang [aporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN Pf,R\\'.TKII,AIi RAKYAT DAERAII KOTA BATU

dan

WAI,IKOTA BATU

MEMUTT] SKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK POKOK

PT]NGELOI,AAN KEUANGAN DAERAH

i



BABI
KETENTUAN UMT]M

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakud dengan.

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia )ang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Kepala Daerah adalah Walikota Batu ;

3. Daerah adalah Daerah Kota Batu ,

4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur ;

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Batu ;

6. Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati, dan/atau Walikotq dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah-

7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pernerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurul prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia ;

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemenntahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut ,

g. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungawabaq dan pengawasan keuangan daerah ;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah ;

I 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala

Daerah yang karena jabatannya mempunyal kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah ;

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai bendahara umum daerah ;

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

Daerah ;



14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi k-uasa untuk melaksanakan

tugas bendahara umum daerah ;

15. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/barang ;

16. Unit keqa adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa program ;

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa kegtaun dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya ;

'18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggafim untuk melaksanakan tugas pokok dan Iimgsi

SKPD yang dipimpinnya;

19- Kuasa Pengguna Anggaran adalah pelabat yang diben kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ;

20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah ;

21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditennrkan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah '
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetaPkan I

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungs'ional yang ditunjuk untuk

menerim4 menyimpan, menyetorkan, menatausalnkan, dan

mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD Pada SKPD ;

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkaq menatausahakan, dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;

25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah I

26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah ;

27. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diak-ui sebagai

penambah mlai kekaYaan bersih ;

28. Belanja Daerah adalah kewajiban pemenntah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih ;

29. Surplus Anggann Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah ;

30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan

daerah dan belanja daerah ;



31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditenma kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupm pada tahun-tahun

anggaran berikutnya ;

32. Sisa tebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran ;

33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang

dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar

kembali ;

34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan

penganggaran berdasarkan kebrjakan, dengan pengambilan keputusan

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspek-tif lebih dari satu

tahun anggaran, dengan mempe(imbangkan implikasi biaya akibat

keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan

dalam prakiraan maju ;

35. Prakiraan Maju forward estimale) adalah perhitungan kebutuhan

dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan

guna memastikan kesinambungan progam dan kegiatan yang telah

disetujui dan menjadi daoar penlusunan anggaran tahun berikutnya ;

36. Kine{a adalah keluaran/hasil dari kegatan/program yang akan atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

k-uantltas dan kualitas yang terukur ;

37. Penganggaran Terpadu (unfietl budgeting) adal* penyusunan

rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk

seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang

didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana ;

38. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu

yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

nasional ;

39. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi

SKPD;

40. Kegiatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/jasa ;

41. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu progam

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan ;



42. Keluaran (output) adalah barang atau ja,sa yang dihasilkan oleh

kcgiatan iang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebijakan :

43. Hasil {outcome) adalah segala sesuatu vang mencerminkan

berfungsinya keluaran dan kegial^n-k^egatan dala.n slt'r pr.gr3l!! I

44. Rsucana P.-r.iii;ariguiian jangka i\,fenengah Daerah yang selartjuln-.,,a

tiisingirat RPJ}TID arlalah tiokurnen pcrenceiiaan untuk pericde 5

(lima) tahun ;

45. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutrrya dise$ut

Itencana f,eija P.-.ii1eflntah l-laeiali { P.KPD). adalah dol:umen

perencanaan Daerah unn*i periodc 1 (satu) tahun :

45. Rencana Kcija .J:r .r-nggaran StsPD yang selanjutnya disingkat

833-SKPD adaiah drl+.lqen pererc!3a3ll dan p*;nga:lggara:l l"ang

berisi program ciau kegia'ran SKPD sena anggaran yang diperlukan

untuk melaksanakinn /a ;

d? KeriiaLan I Inrrrnr A- PRII '!x!1{} qelan!!!tq!,ra diqinskat KUA adalah

dokumen yang memuet kebijakan bidang pendapar';ir, i--elar54 'J=::

pembiay,'aan serta asumsi i'ang rncndasarinya untuk periode 1 (sat'.r)

*ah'.!n;

48. Prioritas dan Plafbn A.nggaran Sen1effara yarg selar{utnya distngkat

PPAS me r-.ipakaii pingiain piioiitas dan patokat batas maksimal

anggaran 1,ang dibenkan l:epa'& SK'PD untik setlap prcgiam sebaga!

acua* Calam penyusunan RKA-SKPD :

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnl'a dtsngkat

DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan

belanja setiap SKPD yang digrrnal.-an sebagai dasar pelaksan:a:r oieh

pcngguna anggaran ;

-50. Surat Permintaan Pembayaran )ang selanjuhl;a Cisingi:at SPP adaiah

dokumen vang diterbilkan oleh peiahat yang bertangg$g iawab atas

pelaksanaan k^egiatarvbendahara pengeluaran untuk mengajukan

nennintaan pembavaran :

51. Surat Perintah Pencairan l)ana !,ang selaniutnl,a disingkat SP2D

adaian <iolr.umen -vang digunakan seibagai dasar pe ncatran ciana yang

.literbitkan oleh BIID berdasarkan SPM ;

52. S';rat Pernt:I Membayar 1'ang seiar{ua5,a disingkat SPM adatah

dolc.rmen 1'ang digun*-ka#diterti'ri:ai-r +lsh 'pengE.rna anggara:r,k:asa

FiiJgtiin 3.nggaran i;nt;l: lcncrbitan SP2II atas beban irengeluaran

DPA-SKPD;

53- Surat Perintah !!{emha-var tangsung yang selanjutn-va- disingkat SPM-

LS adalah dokumen yang diterbir.k-an r-,leh pengguna anggaran4iuasa

pengguna anggaran untuk penerbi'a.ii SP2D atas beban pengeluaran

DPA.-SKPIi kcpada pihak icetiga ;

5.1. Uang Persediaan adalah sejrrnlah uang t'.nai -.rang disediakan '*nt':k

slt':rn kela &i:gl r':r.eiaksanal.-an k-egratan op*erasional sehari-han ;
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55. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-UP adalah dok-umen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk grenerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang

lxrsc,iiaan untuk mendanai kcgiatan oprasionai kantor sehari-hari ,

56. Surat Perintah Mcmbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

angg:rarvLuasa pcngguna anggaran untuk penerbitan SP2D ata-s beban

pengeiuaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk

rnenggauti uang lxrsediaan yang telah dilrclanjakan ;

57. Surat Perintah Me.mbayar Tambahan tJang Persediaan yang

sclanjutnya disingkat SPM-TU adalah dol-umen yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran&:uasa pengguna anggaran untuk pcnerbitan

SP2D atas beban pengehiaran DPA-SKPD, karena kebutuhan

dananya melebihi dari jumlah batas lngu uang prerse-diaal yatg telalt

ditetapkan sesuai dengan ketentuan ;

58. Piutang Dacrah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah daniateu hak pemerintah daerah -\,'ang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan per.thiran per.rndang-undangan atau akibat lainnya yang

sah ,

59. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban APBD atau berasal dari pemlehan lainnya yang sah ;

60. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah

daerah dan/atau kewajiba.r, prnreri-r,'rah daerah yang .iapat diniiai

derrgan uang berdasai-kan ireraiirran perundang-undangan, perjarrliari

atau berdasarkan sebab lairurya yang sah ;

61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihlian untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipnuhi dalani satu tahun anggara-u ;

62. Sistem Pengendalia:r Intem Keuangan Daerah merupakan suatu

proses yang berkesirnmbungan yang dilakukan oleh

lembaga,rbadadunit yang rnempunyai tugas dan fungsi melakuL-an

pengendalian melalui audit dan evahrasi, untuk menjamin agar

pelaksanaan kebijakan pengelclaan keuangan daerah sesuai dengau

rencana dan peratur:tn perundang-undangan ;

63- Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

barang yang n=yata dan pasti iumlahnya sebagai akibat perbuatan

melawan hukum balk sengaja maupun lalai ;

64. Badan Layanan Umum Daerah yang seia.njutnya disinskat BLUD
adalah SKPD/unit ke{a pada SKPD di lingkungnn pcmcnn-,ah dacrah

;,,ang dibentuk untuk rnernbeikan playanan kepada masl,arakat

berupa Jrnyediaan barang dan/atau jasa yang di_lual tanpa

mcngutamakan mencari keuntungan. dan dalam melakukan

kegiatannva dirlasarkan pada pnnsip cfisiciisi darr pro.1ullj., itas .



65. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah

tlokumen yang menyatakan lersetlianya riana trntuk melaksanaLari

kegiatan sebagai dasar prnerbitan SPP ;

66. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaal

ekonomis seperti bunga" divideq royalh, manfaat sosial dan/atau

ruranfa,a,t, lainnva sehingga dapa,t rncningkatkan kemampuan pemerintah

dalam rangka pelayanan kepada mzsyaraliat.

Pasai 2

Ruang lingl-up keuangan daerah meliputi:

a. hak daerah untuk memun€ut prajal.: daerah datr retrilrusi daerah serta

melakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah rmtuk menyelenggarakzm urusan pemerintahan

daerah dan mernbayar tagihan pihak kefiga;

c. penerimaan daeralq

d. pcngeluaran daerah,

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihal'^ lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilar dengan umg termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan daerah;

f kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam

rangka pcnyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

kepentingan umum.

Pasal 3

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur tlalam Peraturan ini melipufi:

a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;

b. pejabai-pejabat yang mengelola keuangan daerah;

c. sruktur APBD;

d. pcnyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;

e. penlusunan dan penetapan APBD;

f pelaksanaan dan perubahan APBD;

g. penatausahaan keuangan daerah,

h. pcrtangg-ngiawabanpelaksanaanAPBD;

i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD:

j. pngelolaan kas umum daerah-

k. Pengelolaan piutang daerah:

1. Pengelolaan investasi daerah;

m. Pengelolaan barang milik daerah;

n. Pengelolaan dana cadangan;



o. Pengelolaan utang daerah;

p. Pernbinaan dan penggawasan pengelolaan keuangan daerah;

q flenyelesaian kerugian daerah,

r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaac Keuxng3n llserah

Pasai s

(l) Keuangan daerah dikelola secara tertib. taal pada peraturan

perundang-undangan. efisien. ekonomis. efeklif. transDaran. dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutarl

dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun

diteapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KE KLTASAAN PEr'iCELOLn,nr\

!.JI,TANCA-N DAER{II

Bagian Pcrtama

Peruegang Kekuasaan Pengeiolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang keL-uasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang prelaksanaan APBD;

b. nrenetapkan keb'Jakan tentang pengelolaan barang daerah;

c. menetapkan kr'2sa penggura anggaranblrang:

d. menetapkan bendahara penerimaan dar/atau bendahara

pengeluaran,

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan daerah;

f menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

dan piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang

milik daerah; dan



h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerinQhkan pembayaran'

(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

Pada aYat (1) dilaksanakan oleh:

a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selal:u PPKD'

b' k'epala SKPD selaku pejabat p"-ngg'rna anggaran / barang daerah

(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pda ayat (3)'

sekretaris da€rah bertindak selak-u koordinator pengelolaan

keuangan daerah ;

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' ayat

(3), da-.l ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

berpedoman pada peraturan perundangundangan'

(

Bagian Kedua

Koordinfltor Penge!+!=ar-r !=euangzn Daerah

(1.) Koordtnator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 avat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penl'usunan dan pelaksanaan kebijakan pengeiolaan barang

daerah;

c. pen)'usunan rancangan APBD dan rancangaa perubahan APBD;

d. penl'usunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabal

pengawas keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungawaban pelaksanaan APBD-

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator

pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:

a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menytapkan pdoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persefiujuan pengesahan DPA-SK PD, dan

e. melaksanakan tllgas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh K'epala

Daerah.

(3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jau'ab atas

rrlaksanaan flrgas sehasaimana dimaksud pada ayat (l) dan a1,at (2)

keparla Kepala Daerah.



L

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. menwsrm laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungallaban pelaksanaan APBD; dan

f melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan

oleh Kepala Daerah.

(2) PPKD selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; '
b. mengesa}kanDPA-SKPD;

c. melalrukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk tek-nis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah ;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan larnnie )'ang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana -vang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. menetapkan SPD;

j. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola./menatausahakan investasi.

Pasal 8

(l) PPKD selaku BUD menunjuk peJabat di lingkungan satuan ke{a

pengelola keuangan daerah selaku kuasa RtlD.

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan keputrsan Kepala Dacrah.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepernilikan kekayaan daerah;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
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f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang daerah;

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola,/menatausahakan investasi.

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas hban rekening kas umum daerah;

j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama pemerintah daerah;

k. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

l. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

m. melakukan penagihan piutang daerah;

n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

o. menyajikan informasi keuangan daerah;

p. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.

(4) Kuasa BUD bertanggrmg jawab kepada PPKD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagarmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4),

dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja

pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran{Pengguna

Barang Daerah

Pasal lO

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan

wewenang:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menwsun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan mernerintahkan pembayaran;

f melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatanipe4anjian kedasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung j awab SKPD yang

dipimpinnya;

i. mengelola barang milik daerah,&ekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;



j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. melaksanakan tugas-tugas p€ngguna anggaran/pengguna barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah

melalui seketaris daerah ;

n. menandatangani SPM

Pasal 1l

(t) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja

pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang ;

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD ;

(3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat ( I ) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran

SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban keda, lokasi'

kompetensi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif

lainnya ,

(4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

(l) Pejabat pengguna anggaran&uasa pengguna anggaran dalam

melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit

kerja SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebapimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

mencakup:

a. mengendalik-an pelalsanaan kegratan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. menfapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan

Pasal 13

(l) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l)
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiataq

beban keda, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif

lafunya;



(2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran&uasa

pengguna anggaran.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

Pasal l5

(l) Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan pada SKPD ;

(2) Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran belanja pada SKPD ;

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pej abat fungsional ;

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang

melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan

perdagangan, peke{aan pemborongan dan penjualan jasa atau

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan

tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan iainnya atas nama pribadi ;

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

PPKD selaku BUD.

(l) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan al]ggaran

yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai

pejabat penatausahaan keuangan SKPD ;

(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat ('l ) mempunyai tugas:

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c. Menyiapkan SPM; dan

d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap

sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran



BABIII
ASAS IIMTIM DAN STRUKTI.]R APBD

Bagian Pertama

Asas Umum APBD

Pasal l6

(l) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah ;

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat untuk tercapainya tuj uan bemegara ;

(3) APBD mempunyai fungsi otonsasi, p€rencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi, dan stabilisasi ;

(4)APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan

APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal l7

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daera} baik dalam bentuk uang,

barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD ;

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan ;

(3) Seltruh pendapatan daera[ belanja daerah, dan pembiayaan daerah

dianggarkan secara bruto dalam APBD ;

(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal I

Januan sampai dengan 3l Desember.

(1) Dalam menlusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya penenmaan dalam jumlah yang

cukup ;

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan

dasar hukum yang melandasinya.



Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 20

( 1 ) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. pendapaan daerah;

b. belanja daerah; dan

c. pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum

Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

oleh Daerah ;

(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b meliputi

semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Daerah ;

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan llaerah

Pasal 2l

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (l) huruf a

terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Dana Perimbangan; dan

c. LainJain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

terdin atas:

a. Pajak daerah;

b. Retnbusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. LainJain PAD yang sah.

(



(2) LainJain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d

mencakup:

a. hasil perfualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan;

c. jasa giro;

d. pendapaan bunga;

e. tuntutan ganti rugi;

I keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

g. komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan darVatau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebag'aimana dimaksud dalam Pasal 2l

hurulb meliputi :

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

(l) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan

berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah'

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak

mengrkat ;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat ( I ) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 26

('l) Belanla daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten&ota

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan

dengan ketentuan perundang-undangan ;

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan

daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibalu dana

darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 25



(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diprioritaskan mtuk melindungr dan merungkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan datam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial ;

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diwuludkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian

standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)

diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan,

sertajenis belanja ;

(2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) d'isesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan

Daerah ;

(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan

b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

(4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut

kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota ;

(5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan

keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. Pelayanan umum;

b. Ketertiban dan keamanan;

c. Ekonomi;

d. Lingkungan hidup;

e. Perumahan dan fasilitas umum;

f. Kesehatan;

g. Pariwsata dan budaya:

h. Agama;

i. Pendidikan; serta

j. Perlindungan sosial.

6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah ;

I



(7)Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja modal;

d. Bunga;

e. Subsidi;

f. Hibah;

g. Bantuan sosial;

h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

i. Belanja tidak terduga.

(8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana

dimaksud pada

undangan.

ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 28

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 20 ayat (1)

huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan ;

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

mencakup:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadanPn;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan Pinjaman; dan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:

a. pembemukan dana cadangan;

b. penyertaan modal pemerintah daerah;

c. pembayaran pokok utangl dan

d. pemberian pinjaman.

(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan ;

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

I



BABIV
PENYTISUNA}{ RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 29

RPJMD untuk jangka wal'tu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari

nisi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman

kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar

pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 30

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan paling lambat

3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 3l

Pasal 32

(1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran

dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk

jangka waktu I (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah :

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi

pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun

sebelumnya ;

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban

daerah, rencana ke{a yang terukur dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

(4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut

Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing I

(2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pda RPJMD



Pasal 33

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (l) disusun

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi anara percncanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ;

(2) Penyusunan RKPJ diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan

Mei tahun anggaran sebelumnya ;

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

pcratwan Kepala Daerah.

r:{sal J+

( 1 ) Kepala Daerah bcrdasarkan RKPD scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat ( I ), menyusun rancangan kebijakan umum APBD ,

(2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana

dimaksuci pada ayat ( i ) berpedoman pada pedoman peny'usunan

APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun ;

(3) Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan utnum

aPBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sebagai la,ldasan peny'usunan RAPED kepada DPRD

selamballambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran

berjalan;

(4) Rancangan kcbijakan Umum APBD yang tclah dibahas Kepala

Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan

RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya

disepakati menjadi Kebijakan tlmum APBD.

Bagian Ketiga

Prioritas rian Plefsn ,{*ggaran Sementara

Pasal 35

(1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati.

pemerintah daerah dan DPRD membahas rancaiigati prioiitas dan

plalbn anggaran sementara yang drsampatkan oleh Kepala

Daerah ;

(2) Pembahasan priontas dan plafon anggaran sementara

sebagaima,na dimaksud pada ayat (i ) diiakukan paling lambat

minggu kedua bulan Juli tahun anggaian scbelu:nnia :.

(3) Pcmbahasan prioritas dan plafon anggaran sementara

sehagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dcngan

(

Bagian Kedua

i.c-nijakan ir mum .IPBD



langkahJ angkah sebagai berikut :

a. Mcncntukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan

pilihan;

b. Menentukan urutan program dalam masing-masing Brusan;

c. Menyusun plalcn ;lggaran sementara untuk masingmasing

program.

(4) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran

sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala

Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kcscpakatan yang

dita-iidatangani bersarrra oleh K-epala Daerah dan pimpinan

DPRD;

(5) Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana

rftmaksud paiia ayal (4) mencrbitkan pecloman penyusunan RKA-

SKPD sebagai pedomar:r !.-cpala SKPD men1";sun RKA-SKPD.

Eagiar: Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPI-'

Pasal 36

(I) tserdasarkan pedoman penlusunan RKi\-SKPD scbagaimana

dimaksud pada Pasal 35 a-vat (5), Kepala SKPD mcnYusun RKA-

SKPD:
(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakam pendekatan kerangka

pengcluaran jangka menengah daerirh. penganggaran terpadu dan

penganggaran berdasarkan prestasi kerja

Pasal i7

Penyrsunan RKA-SKPD dengan pendekatan kemngka pengelu.aran

jangka menengah drlaksanakan dengm *:renl"ustxr prakrraa:l maju yang

berisi perkiraat kebutuhan ailggararl utttuh prcgram dan kegiatan yang

direncanakan ,lalam tahun angBaran be{ikutn:€ drui tahul attBgararl

yang direncanakan dan mempakan implikasi kebutuhan dana untuk

pelaksanaan pragiam dan kcglatan tciscbut pada -.ahun bcrik'.{ni'a.

Pasal ;13

Penwsunan RKA-SKPD dengan pendel:atar penganggaran terpadu

dilakukan dengan menginteEasikan seluruh proses perencanaan dan

penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen

rencana keria dan anggaran.



Pasal 39

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kor1a

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan

progam termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil

tersebut ;

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan Festasi kerja sebagaimana

dimaksud pada avat (1) diiakukan berdasarkan capaian kinerja'

indikator kine{a, analisis standar belanja, standar satuan harga'

dan standar PelaYanan minimal ;

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

Pasal 40

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l )' memuat

rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing proglam dan

kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan' dirinci

sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan'

sefia prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Keiima

Peel.'iep=- RaPerd* APBD

Pasal 41

(1) RKA-SKPD yang telah dtsusun oleh kepala SKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l ) disampaikan kepada PPKD ;

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (i), selanjumya

dibahas oleh tim anggaran Pernerintah Daerah ;

(3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada aYat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian

antara RKA-SKPD dengan kebrlakan umum APBD' prioritas dan

plafon alggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui

tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainn.va,

serta capaian kinerja, indikator kine{a, analisis standar belanja,

standar satuan harqa, dan standar pelavanan minimal.

Pasal 42

(1) PPKD men]'usun rancangan peraturan daerah tentang APBD

berikut dokumec pcndukung beraasarkan RKASKPD yang telah

ditelaah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah .



(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

Bagian Pertama

PenyamPaian dan Pembahasan

Rincangan Peraturan Daerah tentrng {'PBl)

Pasal 43

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang

APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya

pada mrnezu pe(ama butan Oktober tahtm sebelumnva untuk dibahas

dalam rangka memperoleh persetujuan bersama'

Pasal 44

( 1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD

dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu

pada Peraturan Perundang-undangan ;

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD

serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program

dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peratuan daerah

tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Dnerah tentang APBD

Pasal 45

(i) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepa'la Daerah

terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan

selamballambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan di laksanakan ,

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 46

( i ) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (l) tidak mengambil keputusan bersama

atas nota keuangan, dan rancangan APBD'

BAB V

PENETAPAN APBD

(-



dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APBD, Kepala Daerah r-nelaksanakan pengeluaran

setinggitingginya sebesar angka APBD 'tahiir-r anggaran

sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan' yang

disusun dalam iancangan peratuan Kepala Daerah tentang

APBD;

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan untuk belania

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;

(3) Rancangan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari

gubemur ;

(4) Pengesahan terhadaP rancangan Peraturan KePala Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat 1t) dilakukan selambat--

lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya

rancangan dimaksud ;

(5) Apabila sampai Lratas wahu sebagaimana dimaksud pada ayat (;l)

belum disahkan, rancangan peraturan Kepala Daerah tentang

APBD ditetapkan menjadi peraturan Kepala Daerah tentang

APBD

Bagian KeemPat

Evaluasi Rancangan Peraturan llaerah tentaEg A!|BD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran R{PBI}

Pasal 47

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui

bcrsama DPRD dan rancangan Peraturan Wahkota tentang

Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Wikota paling

lambat 3 (iga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk

dievaluasi ,

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubemur kepada walikota

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak

diterimanya rancangan dimaksud ;

(3) Apabila gubemur tidak membcrikan hasil evaluasi dalam waktu

15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka walikota

dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi

peraturan daerah APBD dan rancangan Peraturan Walikota

tentang penjabaran APBD mcnjadi peraturan walikota tentang

penjabaran APBD;

(4) Apabila gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangatr peraturan

daerah tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang

penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, walikota

(-



(

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota ;

(5) Apabila gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang

penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, walikota

bersama DPRD melakukan pcnyempumaan selambat-lambatnya

7 (tuj uh) hari tcrhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.l

(6) Apabila hasil evaluasi tidak drtindaklanjuti oleh walikota dan

DPRD, dan walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan

Da€rah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tcntai-rg

penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota- Gubemur membatalkan Pcratiiiaii Dacrah dan Pcraturan

Walikota dimaksud sekaligus meny-atakarr berlakunya pagu APBD

tahun sebelumnya.

Pasal 48

(l) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan

sebagaimar,a dimaksud dala:n Pasal 47 ayat (6), Kepala Daerah

harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan

selanjutn.va DPRD bersama Kcpala Daerah mencabut peratura$

daerah dimaksud ;

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (6) dilakukan dengnn Peraturan Daemh tentang

pencabutan peraturan daerah tentang APBD ,
(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun scbclumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) d'itetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 49

Gubemur menyampaikan hasil el.aluasi yang dilakukan atas

rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan

walikota tentang penjabaran APBD kepada l,,Ienteri Dalam Negen.

Pasal 50

Hasil evaluasi atas mncangan peratuen daerah tentang APBD dan

nncangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.



Bagian Kelima

Penetapan Peratura* Daerah tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjsbaran APBD

Pasai 51

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah

dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi p€raturan

daerah tentang APBD dan peratwan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD ;

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya tanggal 31

Desember tahun anggaran sebelumnya ,

(3) Dalam hal Kepala Derah berhalangan trtap, maka pejabat yang

drtunjuk dan drtetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku

penjabaUpelaksana tugas Kepala Daerah yang menetapkan

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peratuan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD ,

(4) Kepala Daerah menyampa,ikan peraturan daerah tentang APBD

dan peraturan Kepala Daerah teotang penjabaran APBD kepada

gubemur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah

ditetapkan

BABVI
PE!.AKSAN.dA.N.4,PBD

Bagian Pertama

Asas Umum PelaksanssB APBD

Pasal 52

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran

belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,

danratau yang tidak cukup tersedia anggarannva dalam APBD ;

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

haras didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektie

efisien dan sesuai densan ketentuan Peratnran Perundang:

undangan.



Bagian Kedua

Fenl;iapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Dnenih

Pasal 53

(i ) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan-

memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan

menyampaikan rancangan DPA-SKPD ;

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan

rencana penarikan dana tiaptiap satuan kerja scrta pendapatan

yang diperki rakan ;

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah

disusunn-va kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja

setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan.

Pasal 5,1

(1) Tim anggaran Pemerintah Daerah melakr.rkan verifikasi rancangan

DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang

bersangkutan ,

(2) Venfikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (l). diselesaikan paling lambat 15 (lima betas) hari

keqa, sejak ditetapkannya peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD ;

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPKI) mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan

sekretaris daerah ,

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepada

satuan kerja p€ngawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnla 7

(tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan :

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunalian

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku

pengguna anggaran/barang.



Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendepatan Daerah

Pasal 55

(1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum

daerah ;

(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya

ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya dalam waktu 1

(satu) hari keqa ;

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas

setoran dimaksud.

Pasal 56

(l) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah ;

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima

dan/atau kegiatannya berdarnpak pada p'enerimaan daerah wajib

menglntensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 57

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak

dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran ;

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan

dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik

secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar,

hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

peneriuuatr bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat

penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari

basil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya

merupakan pendapatan daerah ;

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana diuraksud pada ayat (i)
apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah

dan berbentuk barang menjadi milik'aset daerah yang dicatat

sebagai inventans daerah.

(l) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian

tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan

menibebankan pada rekening lxnerimaan yang bersangkutan

untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang

sama_

Pasal 5!i



(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada

tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak

terduga.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 59

(1) Setrap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh olch pihak yang menagih ;

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat

dilakukan sebelum Rancangan Peratumn Daerah tentang APB[)

ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah ;

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

termasuk betanja yang bersifat mengikat dan belanja yang

bersifat wajib.

Pasal 60

Pembayaran atas beban APBD dapat drlakukan berdasarkan SPD, atau

DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 61

( I ) Gaji Pegawai Negeri Sipil daerah dibebankan dalam APBD ;

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan

yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh)

dan pajak lainnya, *'ajib menyetorkan seluruh penenmaan potongan

dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank

pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai

bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan

perundangundangan.

Pasal 63

(l) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilaliukan berdasarkan

SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran4iuasa pengguna

ilrlggaran ;



(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD ;

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk.

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD

yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,

d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran

daerah; dan

e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang

diterbitkan o'leh pengguna anggaran tidak memenuhi

p€rsyaratan yang ditetapkan.

Pasal 6,1

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dar/atau

jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan ;

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna

anggaran&uasa pengguna anggaran dapat diberikan rnng

persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran ;

(3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang

persediaan yang dikelolanya setelah:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum

dalam perintah pembayaran; dan

c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari

pengguna anggaran&uasa pengguna anggaran apabila persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi ;

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pnbadi atas

pembayaran yang drlaksanakannya.

Pasai 65

Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk

keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 66

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna

anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran

berkenaan.



Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 67

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah drlakukan oleh PPKD ;

(2) Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pesal 68

(1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas

Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan

kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan

berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana

cadangan yang berkenaan mencukupi ,

(2) Pemindahbukuan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) paling

tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk

mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan

sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang

pembentukan dana cadangan ,

(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas

umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan

dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

Pasal 69

(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan

sesuai dengan ketentuan perundang'undangan ;

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didasarkan pada bukti

penerimaan yang sah.

Pasal ?0

( 1 ) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan puda jumlah pinjaman

yang akan diterima dalam tahwr anggaran yang bersangkutan

sesuai dengan yang ditetapkan dalam peqanjian pinjaman

berkenaan.

(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan

dalam nilai rupiah.



Pasal 7l

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada

perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumny4 untuk kesesuaian

pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi

tanggungan pihak pemlnjam.

Pasal 72

(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan

dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan

jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang

ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana

cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh

kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 73

Pcnyertaan modal Pemcrintah Daerah dapat dilaksanakan apabila

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah

berkenaan.

Pasal 74

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan

sesuai dengan pe{anjian prnjaman dan pelaksanaannya merupakan

prioritas utama dari seluruh kewajiban pemenntah daerah yang harus

diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 75

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan

Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Pasal 76

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah

Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah

dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.



Pasal 77

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD

berkewaj iban untuk:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayararlp€mindah bukuan

yang diterbitkan oleh PPKD;

b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang

tercantum dalam perintah pembayaran,

c. Menguii ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

BABVII
LAPORAN REALISASI SEIIIESTER PERTAMA

APBD DAN PERTIBAIL{N APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 78

(1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya ;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan

kepada DPRD selambatJambatnya pada akhir bulan Juli tahun

anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antaral

DPRD dan Pemenntah Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan APBD

Pasal 79

(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan

keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam

rangka penlusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun

anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan

umum APBD;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;



d. Keadaan darurat; dan

e. Keadaan luar biasa.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, darVatau

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran ;

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

sekurang-kurangtya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 80

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa ;

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat

(l) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami

kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh

perseratus ).

Pasal 8l

(1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan

untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran

yang bersangk utan berakhir :

(2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sebelum berakhimya tahun anggaran.

Pasal 82

(1) Proses evaluasi dan penetapan ftlncangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47, 48, 52, dan Pasal 53 ;

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak

ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan Kepala

Daerah tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang



perutbahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan

peraturan Kepala Daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus

menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk

untuk pendanaan keadaan darurat;

(3) Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan

peraturan walikota tentang penjabaran perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh gubemur'

Pasal 83

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3)' Kepala Daerah

wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang

perubahan APBD dan selanjutnya Kepala Daerah bersama DPRD

mencabut peraturan daerah dimaksud '
(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan

daerah tentang Perubahan APBD ;

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat

dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

84 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dadatau

keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII
KEDUDT]KAN KEUANGAN KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal E4

( 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang

terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ;

(2) Besamya Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakrl Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali

ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Kedu*

Sgrs*s .i=* Prasarana

Pasal E5

Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah disediakan masrng-masrng

sebuah rumah jabatan besena perlengkapan rian biaya perneliiuraan

Pasai 86

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah <iisediakan maslng-maslng

sebuah kendaraan dinas jabatan.

Pasal 87

Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari

-iabatannya. rumah iabatan dan barang-barang perlengkapannya serta

kendaraan Dinas.Iabatan diserahkan kcmbali secara lengkap dan

dalam keailaen baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kervajiban

dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kctigi
Bia1,r Operasiona!

Pasal 8E

(l) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena jabatannya

dalam melaksanakan tugasnye disediakan anggaran ;

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pad^ ayat (1) pasal ini.

disediakan untuk Biaya Rumah Tangga, Biaya Pemeliharaart

lnventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan

dan Barang-barang Inventaris yang digunakan. Biaya

Pemeliharaan Kendaraan Dinas. Bia-va Perneliharaan Kesehatan,

Biaya Perialanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Biaya

Penunjang Operasional ;

(3) tlesamya Anggaran Belan-ia sebagaimana dirnaksud pada ayat i2)
pasal ini. ditttapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundarrg

undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan

Keuangan Daerah.



BAB IX

PENATAI.I SAIT^.AN KELI.A.NGAN DAE RAI{

Bsgian Pertsme

A-ses []muy:: Ptnatsusshsan ts-eu*ng*n Daerah

Pasal 89

(l) Pengg*na anggaran&uasa pengguna anggaran. bendahara

penerirnaa pengeluaran dan orang atau badan yang menerima

atau menguasai uang,harang/kekayaan daerah, wajib

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ;

(2) Pejabat yang menanCatangani daruhtau mengesahkan dokumen

yang berkaitan Cengan surat bukti yang menjadi dasar

pengel';aran atas beban APBD bertanggung.jarvab atas kebenaran

malerial dan akibat -vang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud.

Bagian K-edu:

Pe!::ksgnean Pen*r-sussh::g= Fleuengan Daerah

Pasal 90

( 1 ) Unt'*k pelaksanaan APBD. Kepala Daerah menetapkan:

a. Pejabat yang diberi 
"vervenang 

menandatangani SPDI

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan

pertan ggun gi a""'aban ( SPJ );

d. Pejabat yang diberi rtewenang menandatangani SP2D;

e. BenCahara penenmaan/pengeluaran; dan

t. Pejabat lainnya yang ditetapkan Calam rangka peiaksanaan

APBD.

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan

sebelum dimul ainya tahun anggaran b"-.rk-enaan.

Pasal 91

Bendahara penerimaan danlatau bendahara pengeluaran dalam

melaksanakan tugai-tiigas !;:1,,-';:daharaan pada satuan keda dalam

SKPo dapat dibantu oleh pembantu bendahara i{iict-jaar-r dar'lata;

pcmbantu t-.endahara pengeluaran sesuai l:ebutuhan dengan keputusar,

kepala SKPD.



Pasal 92

(1) PPKD dalam rangka manajemen kas tnenerbitkan SPD dpngen

mempertimbangkafl peniad'*alan pmbayaran pelaksanaan

progranl dan kegiatan ;rang dirn'.rat &lam DPA-SKJD ;

(2) SPD sebagaimana dimaksud yadz ayat (l) disiapkan clch kuasa

BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagiaa Ketiga

P=::atggs:h=rn Be*d::lier: Penerirnaan

Pasai 9i

(l) Penyetoran penenmaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 59 ayat ( 3 ) dilakuka,r dcngan i.iang runai :

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas

umum daerah pada bank pemerin'.ah yang difunjuk, dianggap sah

setclah kuasa BUD mcnerima nota kredil ;

(3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat

berharga yang dalanr pengu:ls&1nn-va lebih dari 1 (satu) hari kerja

dan/atau atas nama pribadi pada baak atau giro pos'

Pasal 94

(l) Bendahara lrnerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas

penerimaan yang menjadi ranggungjawabnya .

(2) Rendahara penerimaan pada SKPD rvajib menvampaikan laporan

p€rtanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikumva ;

(3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan

pertanggungia',vahan penerimaan sebagairnana dimaksud pada

ayat (2),

Bagian KeemPal

Penatausrhae:r Bentlahara Pengeluaran

Fesal 95

(t) Permintaan pembayaran Cilakukan melalui penerbitan SPP-LS'

SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU;

(2) PPTK mcngajukan SPP-LS melaiui pejabat penatausahaan

keuangan pada SKPD kepada pengg,,:aa anggaranliuasa pengguna

anggaran paling lambat -a (tiga) hari kerja setelah diterimanya

tagihan dari pihak ketiga .



(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyarata!'!

yang ditctapkan scsuai dcngan pcraltlran pcrundang-undangan ;

(4) Bendahara pengeluaran melalui pcjabat penatausahaan keuangan

pada SKPD mengaiukan SPP-UP kepada pengguna anggaran

setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan ;

(5) Pengajuan SPP-llP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana ;

(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara

pengeluaran mengajukan SPP-GLJ daniatau SPP-TU ;

(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan

rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 96

('l) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan

permintaan uang persediaan kcpada kuasa BLID dengan

menerbitkan SPM-UP ;

(2) Pengguna anggaran &usa pengguna anggaran mengajukan

pcnggantian uang persediaan yang lelah digunakan kepada kuasa

BUD, dengan menerbitkari SPM-GU 1'ang dilampiri bukti asli

pertanggungiawaban atas penggunaan uang persediaan

sebelumnya ;

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencul:upi kebui.ihan, pengfiiiia

anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengaj uiian tambahan

uang perscdiaan kepada kuasa BUD dengan rnenerbitkan SPM-

TU;
(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 97

(l) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan

kepada bank operasional mitra kerjanya ;

(2) Penelbitan SP2D oleh Kuasa BIJD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling iama 2 (dua,t hari kerja sejak SPM diterima;

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang

diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:

a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau

b. tldak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan

k-etentuan perundang-undangan.

(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paiing

lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.



Pasal 98

Tata cara penatausahaan bendahara peageluaran diatur lebih lanjut

dalam peraturan Kepala Daerah.

B=giat Kelima

Akuntansi Keuanga* Daerah

rr^.-l oo

(1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah

yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan ;

(2) Sistem akuntansi pemcrintah dacrah scbagaimana dimalisud pada

ai at ( i ) Sitctapkaii dcngan pciaturan Kepala Daerah mengacu pada

pemturan daerah tentang pengelclaan k^.-';angan daerah.

rra.at I fu!

Kepala Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

menetapkan peraturan Kcpala Dacrah tentang kebdakan akuntansi

keuangan dacrah.

Pasal 101

(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. Prosedur akun',ansi aset;

d. Prosedur akuntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan prinsip pengenCalian intem sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undanpn.

BABX
PERT.{NGGLT}ICJ.{\r,',.!-BA}i ri: .i*:s..'+i,a-a-li .a.F**

Pasai 102

(1) Kepala SKPD selaku p€ngguna a ggaran menyelenggarakan

akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana,

yang berada dalam tanggung jarvabnya ;

(2,t Pgni.,.-l3nggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pencatalar,J pcnatausahs.e* atas transaksi kcuangan di

lingkungan SKPD dan rneni'iapl<an laporan keuangan

sehuburigan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang

dikelolanya ;

(-l) Laporan keuangan sebagainana dimaksud pada ayat (2) terdiri

dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan



keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui

PPKD selambatJambatnya 2 (dua) bulan sctelah tahun anggaran

berakhir ;

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang

memberikan pemyataan bahlva pengelolaan APBD yang menjadi

tanggung lawabnya tetah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian intem yang memadai, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 103

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asct,

utang, dan ekoi-.as dana, termasuk transaksi pernbiayaan dan

perhitungannya ;

(2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri

dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pad^ ayal (2) disusun

dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampin dengan laporan ikhtisar realisasi kine{a dan laporan

kcuangan badan usaha milik daerah Pcrusahaan Daerah ;

(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD ;

(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayal (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka

memenuhi pci*railggungia\ ?ban pclaksanaan APBD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan pcraruran daerah tentang

pertanggung,awaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakr\ir.

Pasal 105

(l) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ,

(2) Pemeriksaan iaporan keuangan oieh BPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) diselesaikan selambat-lambatn-va 2 (dua) bulan

Pasal 104



setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah ,

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BPK belum menyampaikan laporan basil pemeriksaarq

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

109 diajukan kcpada DPRD.

Pasal 106

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesrxuan

terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan RPK atas

laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 ayat (2).

BAB XI
PENGENDALIAN

DEFISIT I'.AN PENGGTN'.{A N SI]R.PI-TIS,A'PBI}

Bagian Pertama

Pengendalian Defisit APBD

Posol 1n,

(1) Dalam hal APBD diperkirakan delisit ditetapkan sumher-sumber

pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan

Daerah tentang APBD :

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditutup dengan

pembiayaan netto,

Pasal l0!-r

Dalam rangka pcngendalian fiska1 nasional, Mentcri Keuangan

menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan

APBD.

Pasal l(D

(1) Pemcrintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD

kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap

semester dalam tahun anggaran berkenaan ,

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.



Pasal I I0

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) daerah

sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman; dan/atau

e. Penerimaan kcmbali pcmberian pinjaman.

tahun

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal I I I

Daiam hai arBD ciiperkirakan surplus, penggunaannya ditempkan

cialam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal i l2

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang,

pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan

jaminan sosial.

BAB XII
KEILAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal I t3

Semua transaksi pencrimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan

melalui rekening kas umum daerah.

Pasal I 14

(1) Dalam rangka pcngclolaan uang dacrah, PPKD membuka

rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh

Kepala Daerah ;

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran

daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah ;



(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari ;

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

setiap akhir hari kerja rvajib disetorkan seluruhnya ke rekening

kas umum daerah ;

(5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas

umum daerah ,

(6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana

pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah

ditetapkan dalam APBD.

Pasal I t5

(i ) Pemenntah Daerah berhak memperoieh bunga darlatau lasa glro

atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat

suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku I

(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh. pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli

daerah.

Pasal I 16

(1) Biaya schubungan dengan pelayanan yang dibenkan oleh Bank

Umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum

yang bersangkutan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan pada

belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 117

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,

belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap

piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu ;

(2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang

jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

(3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan

tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-

undangan;



(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan

keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali

mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal I l8

Bagian Ketiga

Pengelolaan lnvestasi Daerah

Pasal I 19

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan

jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dad atau

manfaat lainnya.

Pasal 120

(l) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129

merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan

urtuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang ;

(2) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimal,isud dalam Pasal 129,

merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari

l2 (dua belas) bulan.

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129

ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen ;

(2) Invesasi perrnanen sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanj utan tanpa ada niat

untuli dipcrjualbclikan atau tidak ditarik kembali ,

( 1 ) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari

pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan

piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang

cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan ;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang

menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:

a. Kepala Daerah untuk jurnlah sampai dengan Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk j'.:rnla-h lebih

dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal l2l



(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada

niat untuk dipe4ual belikan atau ditarik kembali'

Pasal 122

Bagian KeemPat

Pengclolaan Barang Nlilik Daerah

Pasal 123

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan

lainnya yang sah ;

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang

sejerus,

b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi

hasi1, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;

c. Barang yang diperolch berdasarkan penetapan karena

peraturan perundang-undangan;

d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 124

(1) Pengelolaan barang daerah meliputi rargkaian kegiatan dan

tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan

kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan dan Pengamanan ;

(2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan

berpedoman pada peratuan penmdangundangan.

/-

Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 126 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri.



Bagian Kelima

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 125

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan gwn

mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

dibebankan dalam satu tahun anggamn ;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup

penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis

program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut ;

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah

kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang

penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan

p€raturan perundangundangan ,

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi

penerimaan pembiayaan. APBD dalam tahun anggaran yang

bersangkutan .

Pasal 126

('l) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1)

ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD ;

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut

dapat ditempatkan dalam portofolio yang membenkan hasil tetap

dengan resiko rendah ;

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud

pada ayal (2) menambah dana cadangan ;

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan pertanggungiawaban APBD.

Bagian Keenam

Pengelolaan fltang Daerah

Pasal 127

(l) Kepala Daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD;



(2) PPKD menyiapkan rancangan p€raturan Kepala Daerah tentang

pelaksanaan pinjaman daerah ;

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada

anggaran belanj a daerah.

Pasal l2E

( I ) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5

(lima) tahun s€jak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan

lain oleh undang-undang ,

(2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda

apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah

sebelum berakhimya masa kedaluwarsa ;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah-

Pasal 129

Pinjaman daerah bersumber dari:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah lain;

c. Lembaga keuangan bank;

d. Lembaga keuangan bukan bank; dan

e. Masyarakat.

Pasal 130

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah

setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan ,

(2) Persetuj uan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam

Negeri ;

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah

yang akan diterbitkan ;

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada

penerimaanpembiayaan ;

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja

bunga dalam anggaran belanja daerah.



Pasal l3l

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOI,AAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 132

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan

keuangan daerah kepada SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris

Daerah.

Pasal 133

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 meliputi

pemb€rian pedoman, bimbingan, supewisi, konsultasi, pendidikan,

pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ;

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan,

pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi,

serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah ,

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana

dimaksud pada ayat(l ) mencakup perencanaan dan penyusunan

APBD, pelaksanaan, dan pertanggungiawaban APBD yang

dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaklu-waklu, baik secara

menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu

sesuai dengan kebutuhan :

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah dan pegawai

negeri sipil daerah.

Pasal l3,l

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

tentang APBD.



Pasal 135

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan

Peratuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 136

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah

mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di

lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya ;

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstcrn

Pasa! 137

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah

dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB.Xry

PENYELESAIAN F.ERUC IAN DAERAH

D---t I lQ

( I ) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai

dengan ketentuan pemndangundangan ;

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung

merugikan keuangan daerah, rvajib mengganti kerugian tersebul ;



(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi,

setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan

te{adi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 139

( I ) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh a'tasan langsung atau

kepala SKPD kepada Kepala Daerah dan diberitahulian kepada

BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) han ke{a setelah ker-ugian

daerah itu diketahui ;

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, .atau pejabat lain

yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
,l43 

ayat (2)

segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau

pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya

dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud ;

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin

diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian

daerah, Kepala Daerah segera rnengeluarkan surat keputusan

pembebanan penggantian kcrugian semcntara kepada yang

bersangkutan.

Pasal 140

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau

pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada

dalam pengampuan, melarikan diri, atau rneninggal dunia,

penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada

pengampu/yang memperoleh hakiahli waris, terbatas pada

kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yarl,g berasal dari

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

yang bersangkutan ;

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalaiii waktu 3 (tiga) tahun

sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan

kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat

lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri

bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui

melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang

memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang

berwenang mengenai adanya kerugian daerah.



Pasal l4l

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam

peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dar/atau barang

bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara,

pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan

dalam penyelenggariurn tugas pemerintahan ;

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah

ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-

badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah,

sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan

tersendiri.

Pasal 142

( I ) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang

telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai

sanksi administratif dadatau sanksi pidana;

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap trendaLrar4 pegawai

negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang

bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 143

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat

lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam

waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam

waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan

penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 144

(l) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan

oleh BPK,
(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur

pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 145

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan

bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah.



Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut tcntang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah

diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan.

BABXV

PENGELOLAAN KELTANGAN

BADAN LAYANAN LTMUM DAERAH

Pasal 147

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :

a. Menyediakan barang dadatau jasa untuk layanan umum;

b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi

darVatau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 148

(l) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa ,

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk

menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 149

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan

teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas

bidang pemerintahan yang bersan gkutan.

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau

badan lain

Pasal 150



Pasal l5l

Selumh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk

membiayai belanja BLL.ID yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTT]AN PENUTUP

Pasal 152

Ketentuan lebih lanj ut tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 153

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling
lambat I (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Perafuran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2006

WAL TU,

IMAM UL

Diundangkan di Batu
Pada Tanggal 7 Desember 2006
Plt. ARIS DAERAH KOTA BATU

Drs. SUHARNANTO M..MM
Pembina Tk I
NIP. 470 044 309

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2006
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Pasal 151

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiaydi belanla BLUD yang bersangkutan

BAB XVI
KETENTUAN PtrNUTUP

Pasal 152

Kelentuan lebih lantut tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dianr lebih lanj[t dengan Peraturan Walikota

Pasal 153

Ketentuan oelaksanaan Peraturan daerah ini harus diselesaikan
paling lamdat I (satu) tahun terhutung sejak Peraturan Daerah ini
ditetapkan

Pasal 154

Pada saar Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2004 tentans Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Asar setiao orans mengetahuinya memennlahkan pengundangan
Pe"raturan 'Daerah ini ilengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Batu.

Ditetaokan di Batu
pada tinggal 7 Desember 2006

WALIKOTA BATU,

nd

IMAM KABUL

-)

Diundangkan di Batu
Pada tanggal 7 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATtl

nd

Disalin
KEPALA

SETDA

LEMBARAN DAERAII KOTA BATU TAHUN 2OO4

TANGGAL 7 DESEMBER 2M6 NOMOR 5 / A

Dengan Aslinya
GIAN HUKUM

BATT

Pembina
NIP. 51 0 209 270

M.IIARTYONO ANWAR. SH.MH
Pembina Utama Muda

NIP.510 072 664


